STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

3768/5ak.01/0T.01.3/11/2023

Tanggal Pembuatan

November 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

STAKat NEGERI PONTIANAK
JI. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya

Disahkan Oleh

13 November 2023
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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
| 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan;

' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
| Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
' Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama
Katolik Negeri Pontianak;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

' 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agama.

Keterkaitan'

1.,

Memahami kebijakan K3 dan mengambil keputusan
strategis.

Memiliki pengetahuan K3, mampu identifikasi risiko,
dan tanggap darurat Mempunyai kemampuan
komunikasi yang baik.

Memahami dan menerapkan K3 dalam kegiatan
kerja.

Mampu mengawasi pelaksanaan K3 dan melakukan
koordinasi.

Peralatan/Perlengkapan

1. SemuaSOP 1. | Alat Tulis Kantor
2. | Komputer
3. | Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Setiap pelanggaran terhadap SOP K3 diberikan | 1. Surat undangan
| peringatan secara lisan atau tertulis dan apabila | 2. | Daftar hadir rapat
' pelanggaran dilakukan berulang maka dapat dikenakan | 3. | Notulen hasil rapat
__sanksi sesuai peraturan yang berlaku di kampus. 4. | Dokumen
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